GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 19 /B.III/HK/2013

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Lampung;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

AR

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-741/MK.7/2012 tanggal 11
Desember 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Pesawaran
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Pesawaran tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera

melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah

disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-1- 2013

GUBERNUR LAMPUNG
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Keuangan RI di Jakarta; —_—
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;

Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
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HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

2

3

4

Dasar Hukum
Mengingat

11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun
2000 8 g-RPerub : = dang

éeﬂgraﬁ%a (Lembaran Negara Republlk

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor

12 Tahun 2008

(Lembaran

Negara Republlk Indone5|a Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Keterangan
5

- Dasar hukum nomor
urut 1, 7,13, 15
disempurnakan dan
nomor urut 11
dihilangkan.

- Tambahkan 2 (dua)
peraturan  perundang-
undangan yang terkait
dengan pemungutan
PBB.

- Urutan sesuaikan
dengan hirarki

perundang-undangan.




3
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Diktum
Memutuskan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 568 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN
BAN
BUPAT! PESAWARAN,
MEMUTUSKAN :

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
32568) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga
Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN
MEMUTUSKAN:

5
Pengetikan diktum
memutuskan
disempurnakan, tanda

baca titik dua pada kata
MEMUTUSKAN tanpa
spasi
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Ketentuan Umum 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya | 4. Dewan Perwakian Rakyat Daerah yang | Ketentuan umum angka 4,
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan |9 12, 13, 19 20, 21
Daerah Kabupaten Pesawaran. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran. | disempurnakan dan angka
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah | 9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah | 22  dihilangkan karena
dan perairan pedalaman serta laut wilayah dan perairan pedalaman serta laut wilayah | telah diatur pada angka 20
kabupaten/keta- Kabupaten Pesawaran.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yarg [12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang
dapatdikenakanpajak: pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat
atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.
13. Wajlb aajak adalah orang prlbadl atau badan 13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
= emb = s g—paiak—e Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
dlsmgkat SSPD adalah S aRE disingkat SSPD adalah pembayaran atau
: penyetoran pajak yang dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat
atas keberatan ya = = Halk keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD,
SKPDLB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh
Wajib Pajak.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
dan atau/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan kesalahan hitung, dan atau/atau kekeliruan dalam
tertentu dalam peraturan perundang-undangan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat perundang-undangan perpajakan daerah yang
Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
PaJak Daerah, Suss 3PS ajak-Daera Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
3 3 = i Ho Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Leblh Bayar Surat Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
Tagihan  Pajak  Daerah, Surat  Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
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23. Penyldukan Tlndak Pldana dtbldang Pajak Daerah R2.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan buktl itu membuatterang Tindak Pidana yang dengan bukti itu membuat terang Tindak
yang terjadi di=k ROFS = Pidana yang terjadi serta  menemukan

teradi serta menemukan tersangkanya tersangkanya.

Nama, Objek dan Pasal 2 Pasal 2 Pasal 2 ayat (1
Subjek Pajak k1) Dengan nama Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan (1) Dengan nama Pajak Bumi Dan Bangunan | disempurnakan

Dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi danistau Perdesaan Dan Perkotaan dipungut pajak atas
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaat Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
oleh orang pribadi atau Badan. dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan kecuali kawasan _yang digunakan untuk
kegiatan _usaha perkebunan, perhutanan__dan

pertambangan.

(2) Tidak termasuk Objek Pajak adalah : (2) Tidak termasuk Objek Pajak adalah:
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah
penyelenggaraan pemerintahan; Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani b. digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan = kebudayaan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan; memperoleh keuntungan;

digunakan  untuk  kuburan, peninggalan c. digunakan untuk kuburan, peninggalan

purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik; dan

purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik; dan
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f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga f. digunakan oleh badan atau perwakilan
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan.
Penetapan BAB VI BAB VIi Judul Bab Vi
PEMUNGUTAN-PAJAK PENETAPAN disempurnakan
Bagianiesatu
+ata-Gara-Pemungutan
Pasal 11 Pasal 11 Pasal 11 disempurnakan
(1) Pemungutan Pajak dllarang dlborongkan (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
= ajak=yang 8 3 (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak
terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
(3) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian
SPPT dan SKPD diatur dengan Peraturan Bupati.
(4) Tata cara penerb|tan penglsnan dan penyampalan
SKPD ats samakan diatur
dengan Peraturan Bupatl
Tata Cara Pasal 12 Pasal 12 Pasal 12 ayat §))
Pembayaran dan (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau | (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau | disempurnakan dengan
Penagihan tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu | menambah dokumen
yang ditentukan dalam SKPD dan STPD. yang ditentukan dalam SPPT, SKPD dan STPD. SPPT.
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain | (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus
disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X24 disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya
jam. 1X24 jam.
(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat | (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
(1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
SSPD. menggunakan SSPD.
Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 ayat (2)

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh waijib pajak.

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT dan SKPD

sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)
harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

disesuaikan dengan Pasal
101 ayat (2) UU No. 28
Tahun 2009
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()
)

(4)

(1)

(3)

SKPD, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu
paling 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi  persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATACARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 14
Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;
b. Wajib Pajak dikenakan
berupa denda.

sanksi administratif

pajsic
SKRD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif

berupa bunga sebesar
sebulan dan ditagih melalui STPD.

2 % (dua persen)

(2)

©)

(4)

SKPD, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan

Banding vang menyebabkan jumlah Pajak yang
harus dibayar bertambah merupakan _dasar
penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

(2) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang dibayar

setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Penulisan judul Bab kata
TataCara harus dispasi
Pasal 14 ayat (2)
disempurnakan dengan
menambah dokumen
SPPT
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Pasal 15 Pasal 15 Pasal 15 tambahkan 1 (satu)
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang | (1) Penagihan  pajak terutang  dilakukan  dengan | ayat baru yang mengatur
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan menggunakan STPD dan didahului dengan Surat | penagihan pajak  dengan
pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang | STPD.
pembayaran. sejenis. ) .
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat | (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
tequran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis _sebaga| awal tl.ndakan'pelgksanaarj penagihan
sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang. pgﬁléac;l:gtrj]arkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang | (3, pDalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
sejems_sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
oleh pejabat yang berwenang. sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Pembetulan, Pasal 25 Pasal 25 Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)
Pembatalan, (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, | (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, | disempurnakan dengan
Pengurangan Bupati dapat membetulkan SKPD, STPD atau SKPDLB Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau | menambah dokumen SPPT
Ketetapan dan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
Pengahapusan atau dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan tulis danfatau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
Pengurangan Sanksi ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
Administratif perpajakan daerah. perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Bupati dapat: (2) Bupatidapat:
a.mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif a. mengurangkan atau menghapuskan  sanksi
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
terutang, menurut peraturan perundang-undangan pajak yang terutang, menurut peraturan perundang-
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
karena kesalahannya; atau bukan karena kesalahannya;
b.mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD atau b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,
SKPDLB yang tidak benar; STPD atau SKPDLB yang tidak benar;
c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak ¢. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan dengan tata cara yang ditentukan; dan
d.mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak
atau kondisi tertentu objek pajak. atau kondisi tertentu objek pajak.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan | (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan

atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Ketentuan Pidana

Penjelasan

BAB ....
KETENTUAN PIDANA
Pasat ...

Pasal ...

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal...... dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat
juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak

- dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu
dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal ...

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal....., Pasal ...., dan Pasal .........

merupakan penerimaan negara.

Tambahkan Bab dan 2
(dua) pasal baru yang
mengatur tentang sanksi
pidana atas pelanggaran
Pasal 31 ayat (1) dan ayat
(2) Raperda sesuai Pasal
177 dan 178 UU No 28 Thn
2009

Urutan pasal selanjutnya
menyesuaikan

Disesuaikan dengan hasil
koreksi pada batang tubuh
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